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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teorii 

1. Teorii Etikaa Politik Islam Menurut Dhiyauddin Rais 

Islam dalam sudut pandang teologis merupakan sebuah sistem nilai yang 

sifatnyailahiyyah. Tetapi, apabila dipandang dari sudut paandang dalam kajian 

sosiologis, Islam adalah kejadian kultur, peradaban, realitas sosial, dan kehidupan 

manusia. Islam dan etika politik memiliki peran untuk saling mengisi. Politik 

dianggap sebagai bagian ibadah sehingga wajib dilakukan sesuai prinsip. Politik 

berkaitan dengan prinsip Islam, terutama dalam mengelola masyarakat. Dalam 

konsep Islam bisa dipahami jika etika politik merupakan seperangkat norma atau 

peraturan bernegara untuk menentapkan individu untuk berperilaku berdasarkan 

ketentuan Allah SWT yang relevan dengan Al-Quran. Dalam pengaplikasiannya, 

nilai etika merujuk pada alur kkehidupan Nabi Muhammad SAW, baikk kehidupann 

secaraa khusus ataupun umum pada tatanan berpolitik kenegaraan. Menurut 

Dhiyauddin Rais dalam buku Etika Politik yang ditulis Jubair Situmorang, etika 

politik islam merupakan penetap nnilai ddasar ddalam kkehidupan etika berpolitik, 

adalah: 

a. Prinsipp Musyawarahh (Syura)  

Musyawarah tidak dinilai dari prosedur pengambilan keputusan, 

melainkan sebagai kewajiban dalam agama. Misalnya, yang dilaksanakan nabi 

yang dialnjutkan ke khulafur rrasyidin.  

Firmann Allah SWT pada Al-Quran Q.S Al-Imran ayat 159 yang berarti: 
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Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 

kasar, tuntunlah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 

manfaatkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

engkau telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada allah. 

Sungguh, allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S A li 

Imran 3:159)7 

Secara harfiah, musyawarah adalah lembaga untuk menukar opini, ide, 

gagasan, serta pemikiran saat menuntaskan perkara ssebelum merogoh tindakan 

selanjutnya. Musyawaran dilakukan guna menemukan pendapat atau penglihatan 

objektif pada permasalahan akibat penentuan tindakan yang dilakukan dengan 

cara mutlak. Pada adat Islam diketahui sebagai penentuan tindakan dengan cara 

bersama-sama serta sesuai dengan voting mayoritas diklaim berdasarkan ijma. 

Penentuan tindakan melalui musyawarah dalam Islam berdasarkan prinsipp 

amarr ma;ruf nahi mungkar, yyang berarti melaksanakan kebaikann beserta 

mengecam dalam berbuat buruk. 

b. Prinsip Persamaan  

Dalam prinsip persamaan, Islam tidak memperlakukan diskriminatif 

berdasarkan perbedaan suku, bangsa, kekayaan, status sosial, maupun atribut 

dunia lain. Satuu-ssatunya hhal yyang membuat mmanusia tidak sama oleh 

Allah SWT adalah nilai kketakwaan sseseorang. Hal ini tertuang pada Q.S Al-

Hujurat ayat 13, berarti: 

“Wahai manuasia ! sungguh, kamu menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sungguh yang paling mulya diantara kamu di sisi allah ialah orang yang 

                                                 
7 Situmorang Jubair, Etika Politik, (Bandung, CV Pustaka Setia, Desember 2016). Hal.58 
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paling bertakwa. Sungguh, allah maha mengetahui, maha teliti. (Q.S Al-

Hujurat :13)8 

 

c. Prinsip Keadilan 

Prinsipp keadilann atau menegakan kkeadilan, khususnya para 

penguasa. Islamm pun memrintahkan agar mmanusia harus memiliki 

tanggung jawab, lurus, serta berprilaku berdasarkan pengawasan sosial dan 

tercapai keadilan serta kesesuaian dalam kehidupan, sesuai firman  Allah 

SWT pada Q.S Al-Maidah ayat 8 berarti:  

”Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai 

penegak keadilan karena allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada allah sungguh allah maha teliti apa 

yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah :8)9 

 

d. Prinsip Kebebasan (Al –Hurriyah) 

Pada ajaran Islam ada aturan kebebasann yang sebenarnya menjadi 

pertanggungjawaban akhir individu. Pemahaman kkebebasan perlu dipandnag 

menjadi tahap perrtama atas perilaku menuju tindakan yangg telah dirancang 

dengan rasional sesuai keperluan realitas, entah itu materi ataupun spirittual 

manusia. Kekebasan yangg dirawat dalam kehidupan berpolitik dalam Islam 

adalah kebebasan untuk kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-

An’am aayat 164 yang artinya: 

“Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari tuhan selain 

allah, padahal dialah tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa 

seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang 

tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada tuhanmu 

                                                 
8 Ibid..,59 
9 Ibid..,60  
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lah kamu kembali dan akan di beritahukannya kepadamu apa yang 

dahulu kamu perselisihkan.(Q.S Al-An’am :164)10 

Dalam perspektif Islam, etika politik memiliki tujuan dalam mendapatkan 

pemerintahan bersih, efektif, afisien, dan menciptakan situasi ppolitik yangg 

demokratiss berdasarkann rasa bertanggug jawab, sikap terbuka, cermat terhadap 

ide, jujur, menghormati pendapat yang bberbeda, dann mmenjunjung tinggii HAM 

dalam kegiatan berbangsaa serta bbernegara. Pada pandangan Islam etika politik 

menempati posisi sebagai pengamat atau pihak yang mengarahkan agar negara 

memberi kepedulian tinggi dalam melayani masyarakat dan menciptakan suasana 

harmonis antarkekuatan sosial dan pelaku serta kepentingan kelompok demi 

kemajuan bangsa dan negara. 

2. Etika Politik Islam Menurut Al Mawardi 

Mengenai etika politik merujuk pada pendapat tokoh politik Islam, yaitu Al-

Mawardi. Dengan memahami pemikiran beliau serta membaca karya berjudul Al-

Ahkam Al-Sulthaniyyah sebagai karya terbaiknya, tertulis ketentuan politikk klasik 

dann kewenangan ppada eranya adalah pandangan yang majuu hingga sekarang. 

Dalammm pemikirannya, pemahaman atas politik berdasarkan kerangka teorii 

politikk relevan sesuai pprinsip Islamm ((fiqh), berdasarkan pehamahaman materi 

yang dijalaninya. Al-Mawardii cukup berperan saat menghimpunn dasarr ajaran 

Islam dan seluruh opini fukahaa pendahulu, kemudian menyusun menjadii rumus 

sistematis dan realistis. Dari pemahamannya menjadii pegangan serta teori yang 

mempunyai bantuan hukumm pada ajaran masyarakatt Islamm pada masa 

selanjutnya. Akan tetapi, beberapa mmujtahid, beliau tidakk sekadar 

                                                 
10 Ibid..,60 
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mengumpulkann pandangan uulama sebelumnya, tetapii menjadi kepintarannya 

jugaa berijtihadd pada segala jenis perkara. Acapkali hal itu menghasilkan oendapat 

baru yang lebih asli, dan terkadang berlainan dengan pendapat sebelumnya. 

Bahasan mengenai hubungan antara agama dan Negara merupakan bagian 

dari pokok pemikiran Al Mawardi.Pemikiran filsafat politik dari para tokoh yunani 

kunno seperti plato berpengaruh sangat besar bagi para tokoh muslim yang 

mengemukakan idenya tentang terbentuknya Negara, dimana para filsuf yunani 

sangat mengutamakan ide dan akalnya ketimbang dari sumber religius atu agama. 

Dalam hal ini Al Mawardi sebagai tokoh islam justru mengambil aliran berbeda 

dengan para pemikir tokoh Yunani, seperti Plato. Pandangannya, kehidupan 

beragama tidak dapat jauh dan dipisahkan dengan negara bagaimanapun caranya. 

Al Mawardi memiliki pemikiran bahwa ketika dalam proses pembentukan 

Negara, seluruh masyarakat atau manusia harus saling membantu dan kerja sama 

satu sama lain. Pasalnya, hakikat manusia sebagai mmakhluk sosiall memerlukan 

satu ssama lainnya pada lingkungan bbermasyarakat. Terjadinya sebuah 

kesepakatan antarmanusia untuk membentuk suatu Negara timbul karena adanya 

dorongan seperti keberagaman, pendekatan bakat, kecenderungan yang alami dan 

sebuah kemampuan yang membuat manusia menjadi bersatu. Hal ini terjadi karena 

sesungguhnya manusia itu adalah mahluk lemah sebagaimana di jelaskan dalam Al-

Quran, oleh karenanya hal tersebut agar manusia tidak berlaku sombong dan selalu 

bersikap saling embutuhkan. Ada enam pon menurut Al-Mawardi syarat 

terbentuknya sebuah negara yaitu: 

a. Poin pertama adalah agama. Sebuah dasar suatu keyakinan bahwa 

agama merupakan acuan dan pedoman yang paling utama yang bisa 
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membangkitkan kehendak dan keinginan masyarakat dan melestarikan 

alam. Agama sendiri berfungsi menjadi modal kekuatan yang mampu 

mengendalikan hawa napsu bagi seorang insan, dan juga sebagai 

pengontrol dan menciptakan kendali bagi setiap kemauan manusia yang 

sangat beraneka macam, yang pada akhirnya agama bisa menjadi 

sebuah pondasi yang sangat kuat bagi mewujudkan kesejahtraan dan 

ketentraman jiwa manusia dan untuk membangun negara. 

b. Poin yang kedua adalah adanya punguasa yang karismatik. 

Kewibawaan dalam memimpin akan terciptanya pemimpin yang 

bijaksana. Karisma yang berwibawa dari seorang pemimpin akan 

menciptakan sebuah pemimpin yang dapat di contoh dan menjadi 

teladan. Kewibawaannya menjadikan dia mempunyai otoritas yang 

tumbuh yang menjadi pemersatu untuk setiap masukan dan aspirasi 

masyarakat dengan berbeda latar belakang. Seaorang pemimpin yang 

berkuasa memiliki kharismatik akan bisa membina dan mengalola 

negara dan membuat sasaran yang sangat mulia dengan menjunjung 

tinggi nilai keadilan serta kesejahtraan bagi masyarakan yang di pimpin, 

serta dapat mempertahankan supaya agama di laksanakan sebaik 

mungkin serta dapan menciptakan kondisi seolah dilindungi oleh negara 

dari berbagai tekanan dan ancaman yang timbul di tengah masyarakat. 

c. Poin yang ketiga yaitu keadilan yang menyeluruh. Keadilan merupakan 

poin utama, sebab keadilan yang menyeluruh bisa menciptakan sebuah 

kerukunan antar masyarakat di sebuah negara, dan bisa menciptakan 

rasa hormat, serta kepatuhan terhadap sang pemimpin. Dengan 
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membuat bersikap sama terhadap masyarakat akan timbul kehidupan 

yang tentram serta mendorong terciptanya sebuah karya dalam 

menciptakan prestasi oleh masyarakat.  

d. Poin yang keempat, yaitu suatu keamanan yang sangat kuat. Dari sini 

akan menjamin pemberian inner peace (ketenangan dan kedamaian 

jiwa), menghilangkan segala kecemasan, serta memberi perlindungan 

pada individu yyang llemah maka itu menyokong masyrakyat inisiatiff 

serta tanggap selama membentuk nnegara. Seandainya terbentuk 

perasaan nyaman dan perasa tenang, rrakyat semakinn inisiatif serta 

kreatif membangun negara sehingga akan patuh terhadap pemimping.  

e. Poin berikutnya adalah kesuburan tanah untuk menjamin kebutuhan 

sumber pangann penduduk. Dengan tersedianya kepastiann usaha serta 

menemukan kebutuhan untuk masyarakat, makaa negaraa perlu 

membangun kondisi serta situasi yangg kondusiff untuk pengembangan 

usahaa negaraa serta masyarakat. Dari usaha yang realistis ini rakyat 

akan hidup lebih layakk serta ssejahtera, dan masalah horizontal bisa 

selesai. Pasalnya suburnya lahan bisa memberikan pendapatan serta 

menciptakan karakter salin percayaa (amanah)) serta ddermawan. 

Syaratt itu merupakan realisasi serta tujuan atas persyaratan 

ssebelumnya. 

f. Dan poin yang keenam, yaitu adanya sebuah harapan. Adanya harapan 

bagi keberlengsungan hidup generasi sekarang dan seterusnya sangatt 

tergantung terhadap sistemm pengaturan negaraa olehh pendukung 

serta penyelenggaraa negaraa yang relevan sesuai standar dengan 
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berurutann padaa bagian ssebelumnya. Penerus sekarangg ini dan 

berikutnya akan mengukir sejarah maupun memperbarui kehidupan di 

masa yang akan datang. 

Keenamm sendii utama menjadi tiang pendukung dasar untuk kehidupann 

masyarakat serta menjadii pemahaman atas dasarr pembangunan kelompok ssosial. 

Tanpaa adanya keenam sendi dasar, maka komunitas sosial akan rentan menghadapi 

konflik politik dan sosial yang muncul dari internal masyarakat maupun dari 

komunitas sosial lainnya. Dari penjelasan di atas, menjelaskan jika agama dan 

negara saling berkaitan secara simbiotik, memiliki hubungan secaraa ttimbal-balikk 

serta melengkapi maupun memerlukan. Hal tersebut menandakan jika agamaa 

memerlukan nnegara. Sebaliknya, nnegara membutuhkan aagama agar keduanya 

bersama berkembangg menuju tujuan yangg baikk sesuai moral serta etika.11 

Selanjutnya mengenai salah satu aturan dasarr politikk dalam iislam yangg tertuang 

dalam Q.S An-Nisa ayat 58-59 mencakup prinsip berikut: 

a. Menjalankan aamanat, klasifikasii amanatt ditentukan pada opini Al-

Maraghi, pertama ttanggung jawabbmanusiaa kepadaa sang pencipta. 

Kedua tanggungg jawabb kepadaa sesama, ketiga tanggungg jawabb 

manusiaa kepadaa dirinyaa ssendiri. 

b. Keadilann dijabarkan pada Al-Quran ddengan kataa-kkata al-adl al-

qisth, al-mizan. Adill menjelaskan jika persamaan perlakuan bagi 

siapapun.  

                                                 
11

Ibid., 
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c. Ketaatan kepada Allah SWT, Rasul, Ulil Amri, sebagaii ppemilik 

kepentingan. Artinya, prinsipp itu terkandung unsurr kesadaran menepati 

pemerintah atau pemimpin sesudah mentaati Allah SWT dann Rasul. 

d. Merujuk kepadaa Allah SWT dann Rasull jika terjadi perselisihan. Setiap 

perselisihan di selesaikan dengann mmengembalikan perselisihan 

kkepada Al-Quran ddan SSunnah. Prinsipp itu jjuga memakai 

mmusyawarah ssebagai langkah membina hhukum serta penentuan 

tindakan ppolitik. 

Dalam realitas sosial, Islamm bukan sekadar ddoktrin yyang bbersifat 

umum, melainkan mampu menyesuaikan dirii pada badan ssosial yyang terpengaruh 

ssituasi, ddinamika rruang, serta wwaktu. Oleh sebab itu, kkonsep politikk dalam 

Islamm berdasar pada ssemangat keimbangan yang mengandungg limaa bagian 

utama. 

Pertama, ssemangat kkeadilan berdasarkan ppokok ttugas ssuci (pesann 

ketuhanan, rrisalah) ppara nnabi. Pada dasarnya kaitan diantara iiman ddengan 

prinsipp keadilann merupakan ddasar ppolitik IIslam. KKedua, ttoleransi diapresiasi 

ddalam Islamm sesuai pproses ppenaklukan Kotaa Mekah. Walaupun bbanyak 

oorang Quaraisy yyang ttetap kukuh meyakini aagama nenekk moyang, Nabii 

Muhammada SAW tetaplah mmenghargai mmereka sekalipun berbeda kepercayaan 

maupun ideologi.  

Ketiga, amanah kepada umat manusia, terutama yang berurusan terhadap 

kekuasaan pemerintah menjadi hal yang perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban. 

Setiap bentuk kekuasaan memiliki sendi sebagai kepatuhan rakyat terhadap 
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penguasa di suatu wilayah. Namun, kkekuasaan yyang llayak serta harus 

dilaksanakan aadalah kkekuasaan yyang bermuara ddari oorang banyakk dengan 

rrasa kkeadilan sebagai upaya menjalankan perintah Tuhan.  

Penjelasan keempat, sikap demokratis yang berasal dari musyawarah. 

Berdasarkan pemahaman teologis, struktur teoretis mengenai kaitan eerat diantara 

nilai iiman ddengan ddemokrasi tercermin dari ttatanan kkehidupan yangg 

berdasarkann kemanusiaann sebagaii wujudd kontra-sosial. Maksudnya, imann 

kepadas Tuhan menutut supaya segala hhal yyang berkaitan ddengan sesamaa 

manusiaa dapat dituntaskan menggunakan mmusyawarah. 

Terakhir, pprinsip ppersamaan yang menganggap bahwa mmanusia berasall 

darii satuu pencipta (Tuhan) serta ssatu nnenek mmoyang (Adama dan Hawa). 

Penjabaran ini memperjelas bbahwa tteologis tentang Islamm sebagai ahama 

kkemanusiaan bbukan sekadar restorika semata, melainkan sebagai gagasan politik. 

Untuk itu, keimanan dalam agama Islam merupakan sadar penyusunan konsep etika 

berpolitik.  

3. Pengertian Etika Politik 

Etikaa berasall darii bahasaa Yunanii kunoo yang berarti berarti ethos. 

Dalamm bentukk tunggall ethos berarti sebagai lokasi ttinggal, ppadang rumput, 

kkandang, karakter, perasaana, tingkah laku, serta scara pandang manusia.  Beda 

dengan bbentuk jjamak, tha etha artinya sebagai aadat kebiasan yangg dekat dengan 

pemahaman budaya. Dengan demikian, pengetahuan mengenai yang sering 

diterapkan atau pengetahuan mengenai adat kebiasaan merupakan definisi dari 

etika. Definisi tersebut yyang mmenjadi llatar belakangb dalam terciptanya iistilah 
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eetika yyang dipopulerkan ooleh Aristoteless 384-322 sebelum masehi digunakan 

dalam menunjukan ffilsafat moral. Etikaa sendirii dibagii kedalamm etikaa umumm 

serta eetika kkhusus. Etikaa umumm menerangkan prinsipp-ppprinsip ddasarr 

yyangg berlakuu bagii setiap tindakann manusiaa sedangkann etikaa khususs 

menjabarkan prinsipp-pprinsip tersebut ddalam kaitan terhadap kkewajiban 

manusia ddalam berbagaii lingkupu kehidupannya.12 Etikaa secaraa lebihh lengkap 

adalah iilmu yangg membahass moralitasvatau manusiaa yang berkaiatannya 

dengan moralitas. Penyelidikann perilaku mmoral bisa di klasifikasikan menjadi: 

1) Etikaa deskriftif 

Etika inii mendeskripsikan ttingkah llaku mmoral ddalam artii 

umum, sseperti aadat kkebiasaan, aanggapan mengenai bbaik serta 

bburuk, ttindakan yyang di perbolehkan atau ttidak diperbolehkan. 

Objek penyelidikannya adalah individu, dan kebudayaannya. 

2)  Etika normatif 

Dalamm hall inii seseorangg dapatt diungkapkan menjadi 

participationn approachh dikarenakan dia mmelibatkan ddiri dengann 

menerangkan ppenilaian mengenai karakter mmanusia. Dia ttidak 

nnetral dikarenakan bberhak dalam mengungkapkan ataupun 

mmenolak ssuatu eetika ttertentu. 

3) Metaetikaa  

                                                 
12 Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta, PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2016), Hal. 8. 

 



21 

 

 

 

 Awalann metaa dari bahasa Yunanii artinya mmelebihi meta 

etika bergerakk seolahh-oolah ppada ttaraf llebih ttinggi dari pada 

prilaku eetis, yyaitu ppada ttaraf bbahasa eetis ataupun bahasaa yangg 

dipakai di bidang mmoral.13 

Selanjutnya Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, penjabaran eetika 

berbangsaa berdasarkann Ketetapan MPRRI Nomorr VI/MPR/2001 aadalah:14 

a. Etikaa sosiall serta bbudaya 

b. Etikaa politikk serta kepemerintahan 

c. Etikaa ekonomii serta bbisnis 

d. Etikaa penegakann hukumm yangg berkeadilann 

e. Etikaa keilmuann 

f. Etikaa lingkungann 

Definisi eetika berdasarkan ffilsafat aadalah iilmu yyang mempelajari mana 

yangg baikk serta mmana yyang bburuk ddengan mmemperhatikan amal perbuatann 

manusiaa sejauhh yangg bisa diingat ooleh aakal ppikiran. Istilahh etikaa pada 

kehidupan seharii-hhari biasa ddisamakan ddengan istilahh budi pekertii, ccara 

pandang, bersikap, ssusila, kkewajiban, ssopan, morall, aakhlak serta lain 

ssebagainya. Namun, ssebenarnya eetika serta morall adalah ddua kkata yyang 

berbeda serta mmoral ddisini ssama ddengan akhlak. Meskipun ssecara konsep awal 

etika ddan mmoral ssama seperti menilaii hubungan ssesuatu yyang ddianggap baik 

                                                 
13 Jubair Situmorang, Etika Politik, (Bandung, CV Pustaka Setia, Desember 2016), Hal 24-25 
14 Apeles Lexi Lonto, Theodorus Pangalila, Etika Kewarganegaraan, (Yoyakarta, Penerbit Ombak 

2016), Hal 66-77. 
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serta bburuk. Saat penggunaan kkehidupan seharii-hhari diantara eetika ddan moral 

terdapat sejumlah pperbedaan kecil. Morall digunakan saat tindakan yyang ssedang 

dinilaii sedangkann etikaa digunakan dalam mmengkaji sistemm-ssistem nnilai.15 

Etikaa pada ttujuan ffalsafah dalam mmengukur perbuatan yyang bbaik dan 

burukk serta mengenal ssejauh mmana ide pemikiran mmanusia. Akan tetapi, disini 

etika lalu merasakan kkesulitan akibat ppandangan bbaik ddan burukk dalam 

masingg-mmasing ggolongan ataupun mmasyarakat mempunyai penglihatan 

berbeda serta ssifatnyapun rrelatif. Adapun aakhlak merupakan sifatt individu, yaitu 

kondisi jjiwa yyang tterlatih ssehingga jjiwa tersebut sudah menempel ppada 

karakter sseseorang yyang membentuk pperbuatan secaraa spontann tanpa 

dipikirkann ataupun dibayangi llagi. Berdsarakan opini vVirginia hHeld pada 

bukunya bernama Etikaa Morall Pembenarann Tindakann Sosiall banyak 

seseorangg berpendapatt bahwaa tradisii serta agamaa adalah arah dalam 

menemukan bbimbingan saat menyelesaikan masalah mmoral.  

Menurutnyaa keduaa bidangg itu mempunyai poin tterbatas akibat 

memandang ssetiap ttradisi yyang dijabarkan sseseorang mmasih mmeragukan. 

Misalnya ssetiap ttradisi mmembedakan diantara ppria serta wwanita mmaka hall 

itu dapat ssaja disalahartikan ddimana wwanita ddisini sudah menghina kaum 

wanitaa ataupun bisa dibilang ttradisi bbersifat sselektif. Ataupun semisal 

berdasarkan ppada aagama ssebagai ssumber nnilai ssuatu mmoral yangg akan 

dipikirkann yaitu mmereka bbertindak bbukan aatas ddasar jjiwa ataupun llahiriyah 

melainkan mmereka bbertindak aatas aanjuran aagama.16 Dengann begitu bisa 

                                                 
15 A. Charris Zubair, Kuliah Etika (Jakarta: Raja Grafindoo Persada, 1995), 13. 
16 Virginia Held, Etika Moral Pembenaran Tindakan Sosial (Jakarta: Erlangga, 1991), 8. 
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ditarik kesimpulan bbahwa ttindakan yyang retis ttidak cukupp disandarkann pada 

nilaii agamaa serta ttradisi ssaja. Akan tetapi tindakann baikk burukk dapat 

dipelajari ddari ppesan mmoral yyang diberikan. Belakangann ini bbanyak ffilosofi 

yang tertarik pada mminat eetika penerapann yangg menanganii konflik mmoral 

bukan mmenangani tteori morall aabstrak. 

Istilah ppolitik dipakai dalam bberagam arti. Dapat mempunyai arti 

seperangkatt hipotesaa tentang mekanisme ataupun iinstitusi kepemerintahan 

ataupun jjuga dapat mmerujuk ppada prinsipp-pprinsip ddan normaa-nnorma morall 

yangg mengontroll perilaku ppolitik. Maka ddalam hal ini politik menandaii 

seperangkatt gagasan yyang tterlembagakan yang di perlukan dalam menjabarkan 

rrealitas. Selanjutnya politik bisa digunakan untuk tujuan yang beragam seperti: 

a. Memberikan ppemahaman yyang llebih bbaik mmengenai fungsii-

fungsii kepemerintahan. 

b. Memberi kkepada pemangku keputusan prinsipp-pprinsip yyang 

menolong mereka untuk mengatasi problematika sosial politik disuatu 

negara. 

c. Memberikann seperangkatt normaa-nnorma dalam mmemutuskan apaa 

yangg secaraa etiss baikk dalamm kehidupann berpolitik.17 

Upaya agar mendapat pengetahuan yang murni mengenai dasar politik 

dibutuhkan kajian. Hal ini sesuai dengan penelitian Leo Strauss, yang di dalamnya 

membagi kajian politik menjadi dua kelompok. Kajian yang pertama mengupas 

                                                 
17 Henry J Schmandt, “A History Of Political Philosopy (Terjemahan)” (Pustaka Pelajar 2002), Hal, 4-

5. 
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tentang organisasi pemerintahan, prgram, hukum, kekuasaan, kelompok 

berkempentingan, dan kebiasaan sosial. Yang kkedua ttatanan politikk yangg baikk 

ataupun jjujur ssecara mmoral. 

Politik memiliki arti sebagai usaha atau memperjuangkan kkehidupan yangg 

lebihh positif. Politikk sebagaii usahaa menggapai kondisi yyang llebih baikk untuk 

masyarakat relevan dengan pernyataan Peter Merkl, uusaha menggapai ttatanan 

ssosial yyang bbaik ddan bberkeadilan bagi mmasyarakat patut diperjuangkan. 

Memahami persepsi tentang adil dan perubahan yang lebih baik dipengaruhi oleh 

ideologi serta nilaii-nnilai yyang dipelajari ooleh kelompok, mmasyarakat, maupun 

negara.   

Penjelasan tersebut selaras dengan definisi Rod Hague, yang menyatakan 

jika ppolitik adalah aktivitas yyang berkenaan dengan langkah kelompok 

menggapai kkeputusan kkolektif serta mmengikat mmelalui uusaha mendamaikan 

perbedaann antar aanggota. Padaa umumnyaa politikk merupakan uusaha dalam 

menentukan pperaturan yyang bisa dditerima bbaik olehh sebagiann besarr 

penduduk dalam mmembawa kehidupan mmasyarakat yang bbersama serta 

harmonis.  

Selanjutnya untuk memahami politik juga dapat dilihat dari konsep-konsep 

politik. Hingga pada pperkembangan yyang tterakhir ssekurang kurangnyaa ada 

lima ppandangan tentang konsep ppolitik. PPertama ppolitik adalah usahaa-uusaha 

warga negara yyang dditempuh uuntuk mmembicarakan serta mmewujudkan 

kebaikan bbersama. Keduaa politikk adalahh segalaa bentuk yyang berhubungan 

dengan pelaksanaan nnegara serta kepemerintahan. Ketigaa politikk sebagaii 

aktivitas yyang ddiarahkan uuntuk mencarii serta mmempertahankan kkekuasaan 
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pada mmasyarakat. KKeempat politikk kebijakann uumum. Kelimaa politikk 

sebagaii konflikk ddalam rangkaa menemukan serta mmempertahankan ssumber 

yang ddianggap wajib.18 

Pada kkonteks ffilsafat, mmenurut Kattsofff 1986, etikaa menjelaskan 

perilaku mmanusia di pandang ddari bentuk bbaik serta bburuk. Etikaa lebihh 

banyakk bersangkutt dengann prinsipp-pprinsip ddasar ppembenaran ddalam kaitan 

perilaku mmanusia eetika aadalah iilmu yyang menjelaskan teknik serta alasann 

kitaa mendalami ssuatu jjalan ttertentu ataupun ccara kkita bbersikap dann 

bertanggungg jjawab ddengan bberbagai aajaran mmoral. 

Adapun pengertian ppolitik bberasal ddari kkata ppolitics yyang emmpunyai 

beragam mmakna aktivitas pada ssuatu ssistem ppolitik ataupun negaraa yangg 

menyangkutt prosess penentuann tujuann sistemm tersebut serta di ikuti dengann 

pelaksanaannya. Untuk melaksanakan ttujuan itu membutuhkan regulasi uumum 

(publicc policies) yyang relevan dengan pembagian serta peraturan ddari ssumber 

yang tersedia. Politikk biasanya relevann dengann tujuann masyarakattdann bukann 

menjadi tujuann individual.  

Dilihat dari substansi, etika politik memiliki pengertian yang tidak bisa 

dipisah ddengan ssubjek ssebagai ppelaku, seperti mmanusia. Dengan begitu, etikaa 

politikk saling berhubungan ddengan ppembahasan mmoral, terutama mengenai 

keadilan dan kebaikan bersama. Penjelasan ini berdasarkan realitas yang 

menyangkut moral sebagai subjek etika dalam kehidupan manusia.  

                                                 
18 Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik” (PT Gramedia Widiasmara Indonesia, Jakarta, 1992), 

Hal 1-2. 
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Dalam hubungan etika ddengan mmasyarakat, bbangsa, ataupun negara, 

etikaa politikk menempatkan ffundamental mmanusia ssebagai fundamental. Dasarr 

inii ditunjukkan untuk menguatkan aakar eetika ppolitik yang menjembatani 

kebaikan dengan hhakikat mmanusia dalam bberadab serta memiliki budaya. 

Perihal eetika ppolitik, Giradin (2012) menyebut bahwa ada tiga faktor paling dasar 

dalam etika berpolitik. Ketiganyaa bisa ditemui kapan dan dimana sajaa dengan 

berbagai ttingkatan, termasuk dalam sistem autokratis. Ketiga faktor yang menjadi 

akar dari etika politik, terdiri atas: 

a. Pembatasan kekuasaan 

Pembatasann kekuasaann secaraa strukturall bisa menolong 

menanganii masalah serta mmembuat mmereka bisa ddinegosiasikan. 

Pembatasann kekuasaann dapat mmenjadi aalat dalam mengawasi aktorr-

aaktor ppolitikk memakai kewenangan yyang ddimiliki ddengan tidak 

seharusnya. Beragam bbentuk ppembatasan kekuasaan itu bisa kitaa 

pandang ppada ppenerapan ggood ggovernance ddi bberbagai Negri, 

ppembagian kkekuasaan ddari ppusat kedaerah, ccivil ssociety, dann 

pengawasann eksekutiff olehh legislatiff sertaa pengawasann keduuanya 

ooleh llembaga pperadilan iindependen. 

b. Efektivitas  

Efisiensi dan efektivitas merupakan beberapa ketentuan dasar dari 

politik. EEfektivitas ttidak bboleh mmengabaikan situasi hhidup 

masyarakatt mayoritass ataupun mminoritas. Hal ini dikarenakan 
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efektivitass politikk jugaa membutuhkan kkedekatan diantara wwarga dann 

menentukan kkeputusan. 

c. Akuntabilitass  

Akuntabilitass artinya kkekuasaan ppolitik bbertanggung jjawab 

atass keputusann dan kebijakan yyang dditetapkan ddan dilakukan, ddi 

depann seluruhh wargaa Negaranya, pparlemen, mmajelis ddewan, 

kelompokk kayaa serta bberpengaruh, ataupun bbahkan kkelompok 

perlawanan.19 

 

Etika politik dalam kehidupan bermasyarakat memiliki keterbatasan pada 

alat teoretis yang berfungsi untuk menanyakan dan memaparkan legitimasis politikk 

secaraa mendasar dan bbertanggung jjawab tanpa eemosi, apriori, serta prasangka. 

Dengan dasar teoretis tersebut etika politik akan menilai sesuatu secara objektif, 

rasional, dan argumentatif.   

Dalam pelaksanannya, eetika ppolitik ttidak turut mmencampuri ingar-

bingar ppolitik ppraktis karena eetika ppolitik sekadar media yang menolong 

memecahkan masalah perbedaan pendapat maupun perbedaan ideologi sehingga 

aktivitas politik berjalan secara objektif. Berdasarkan fungsi, maka etikaa politikk 

sebagai hhukum serta kkekuasaan nnegara, selaku llembaga penataan mmasyarakat. 

Berbeda dengan kkekuasaan nnegara, yang menjadi lembagaa penataa masyarakatt 

sesuai struktur ganda sesuai kemampuan individu dan sosial.  

                                                 
19Loc. Cit., hal,52-53 
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Jadi, eetika ppolitik perlu diimplementasikan ooleh masing-masing orang 

yyang terkait ssecara nyata ddalam realiasasi kepemerintahan nnegara tanpa 

membeda-bedakan peran. Siapapun memiliki etika politik yang sama, termasuk 

penjabat negara, aanggota llegislatif mmaupun yyudikatif, ppejabat eksekutif, 

penegang hukum, aaparat ppelaksana, serta masyarakat. Mereka wajib memahami 

bahwa tidak hanya legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi saja yang patut 

diperhitungkan di negara, tetapi membawa etika politik sebagai legitimasi moral. 

Prinsipp dasarr etikaa politikk kontemporerr yangg disusunn berdasarkan 

ppengelompokan ppancasila 

a. Pluralisme 

Pluralismee dapat didefinisikan sebagai kkesediaan uuntuk menerimaa 

pluralitass. Berarti uuntuk hhidup ddengan positif, ddamai, tolerann serta 

damai bbersama wwarga mmasyarakat yyang bberbeda pendapat. 

Pluralisme mengindikasikan ppengakuan tterhadap kebebasann aagama, 

menemukan iinformasi, ttoleransi, dan kemampuan dalam berpikir. Dalam 

pluralisme menggunakan prinsip yang mengungkap Ketuhanan Yangmaha 

Esa, bila Indonesia tidak ada diskriminasi kepada seseorang yang berbeda 

keyakinan religius. Perilaku itu merupakan bbukti peradaban ddan 

kkematangan kkarakter kolektif bbangsa. 

b. Hakk asasii manusiaa  

Hakk-hhak aasasi mmanusia mmenyatakan cara mmanusia 

diperlakukann serta wwajib ttidak di perlakukan. Manusiaa perlu di 

perlakukan aagar ssesuai ddengan mmartabatnya ssebagai mmanusia. Hakk-
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hhak aasasi mmanusia bersifat mmutlak ataupun kkontekstual. Mutlakk 

dikarenakan mmanusia mempunyainya bbukan atas pemberiann Negaraa, 

ataupun mmasyarakat mmelainkan pemberian sang pencipta kepadanya.  

c. Solidaritass bangsaa  

Solidaritass berarti bahwa mmanusia ttidak hhanya hhidup ddemi dirii 

sendirii tetapi jjuga ddemi oorang llain. Manusiaa hanyaa hidupp menurutt 

harkatnyaa yang hhanya dibagi dari ddirinya ssendiri, tetapi juga 

menyumbangg sesuatuu padaa hidupp manusiaa lainnya. Solidaritas 

mmanusia mencakup kkeluarga, kampung, kkelompok etnis, kelompokk 

aagama, serta kebangsan. 

d. Demokrasi 

Secara mendasar, kedaulatan rakyat di dalamnya tidak ada elit, 

ideologi, maupun sekelompok agamawan yang berhak memaksa dan 

memutuskan dengan cara mengancap atas pandangan hidup seseorang. 

Kedaulatan rakyat, kebebasan berideologi, dan prinsip keterwakilkan 

merupakan bagian dari demokrasi yang dijunjung oleh negara. Dengan 

demikian, demokrasi membutuhkan ssistem penterjemah keinginan 

masyarakatt kee tindakann politikk agar bisa bberjalan lebih bbaik 

berdasarkan ppengakuan serta sesuai jjaminan HHAM.  

Pelindungan tterhadap hHAM mmenjadi pprinsip mmayoritas, 

bukannya mmenjadi kediktaktoran mmayoritas. Kedua kekuasan 

dijalankann atass dasarr serta ddalam kketaatan tterhadap hhukum Negara. 

Unsur hakiki adalah kepastian hukum dalam hidup berdampingan dan 
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relevan dengan konsep demokrasi agar mencegah kesewenangan 

pemerintah. 

e. Keadilann sosiall 

Dalamm kehidupann seharii-hhari, kkeadilan ssosial menjadi norma 

yang mendasar dengan tujuan mencegah masyarakat terpecah menjadi ddua 

bbagian, yaitu bbagian aatas yyang tterus menerus maju dann bagiann 

bawahh yangg hanyaa bisaa bertahan dalam kekuasan golongan atas. 

Adanya keadilan sosial, siapapun berhak atas kehidupan serta tujuan hidup 

tanpa pembatasan dari pihak manapun. 

Selanjutnya dimensi –dimensi etika politik: 

a. Tujuann politikk 

Dimensii tujuann dirancang ddalam menggapai kesejahtraan masyarakatt 

yangg didasarkann padaa kebebasann serta kkeadilan. DDalam melawan 

masalahh-mmasalah nNegara, kkebijakan uumum ppemerintah haruss di 

tetapkan ddengan jjelas ddalam pprioritas, pprogram, mmetode serta 

ppendasaran filosifinya. 

b. Saranaa pencapaiann tujuann politikk 

Dimensii inii melingkupi ssistem serta pprinsip ddasar pengorganisasiann 

praktikk pelaksanaan Negaraa serta iinstitusi-iinstitusi sosial. Hall itu 

mmenentukan prilaku mmasyarakat ddalam menghadapi masalahh-mmasalah 

ddasar. 

c. Aksi politik  
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Tindakann politikk disebutt rasionall jika ppelaku memiliki orientasii 

situasii serta pemahaman terhadap permaslahan. Itu mmengandaikan 

kemampuann memersepsi beragam kkepentingan yyang di pertaruhkan berdasar 

ppeta ppolitik yyang aada.20 

4. Pengertian Sufisme 

Menurut Gulen, sufisme meruoakan transformasi atas kehendak individu 

yang relevan dengan kehendaknya..21 Dengan penjelasan tersebut, sufisme 

merupakan kkebebasan serta kkemurahan hhati, serta ketiadaanhambatan ppada 

seseorang. SSesungguhnya, Sang pencipta aakan mematikann merekaa dii dalamm 

dirii serta mmenghidupkannya ddi ddalam diri.  

Mengetahuii ketidak sempurnaan ddunia, berarti buka ssegala ssesuatu 

yangg tidakk sempurnaa serta ddalam uupaya mmerenungi serta meningat Sang 

Pencipta. Jadi, zat yang jauh dari tidak sempurna disebut sebagai sufisme karena 

bertujuan menhendalikan bagian tubuh dan menawasi kehidupan. Dengan 

mempelajari sufisme, seseorang aakan mmenjauhkan aapa saja yyang adaa di kepala 

serta memberik aapa yyang aada di tangan, sserta ttidak mundurr darii yangg telah 

ddikaruniakan. 

Sesuai penjelasan Seyyed Hossein Nasr yang menyebutkan ttarekat ataupun 

jjalan spiritual yang biasanya dikenal ddengan tasawuff ataupun sufisme adalah 

ddimensi bbatin ataupun esoterik Islam”. K. H. Syamsuri Badawi menjelaskan jika 

tasawuf merupakan tasfiyyat al-qalb ‘an sifat al- mazmumat atau penyucian jiwa 

                                                 
20 Loc. Cit.,hal,61-63 
21 Tim Historia, “ Hamka Ulama Serba Bisa Dalam Sejarah Indonesia” (PT Kompas Media Nusantara, 

2018) Hal, 204 
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atas sifat tercela manusia. K. H. A. S Shahibulwafa Tajul Arifin yang dikenal dengan 

sebutan Aban Anom, menyepakati jika sufisme merupakan panduan untuk 

membersihkan hati dari nafsu dan dampak-dampak nya. Sufisme mengajarkan 

latihan agar manusia dapat mengatur hawa nafsu mereka, serta dapat 

mengembangkan watak mulia dan patuh terhadap ajarann Nabi Muhammad SAW 

sebaik mmungkin.22 

Sufismee merupakan ttindakan yyang perlu dilalui seorang sufii yangg 

hanyaa dikenal ooleh Tuhann semata. Sedangkan dia perlu ssenantiasa bersamaa 

Tuhan, serta ddalam rupa ddan ccara yyang hhanya dikenal oleh Tuhan ssemata. 

Sufismee yaitu; sepenuhnya ddisiplin ddiri. Sufismee yaitu mempunyai bbukan 

ssesuatu, dann diperoleh ooleh bbukan ssesuatu. Sufismee bukanlahh sesuatuu 

sistemm yangg tertata aatas aaturan maupun ssains, namun lebihh merupakann 

aturann mmoral. Dann jika dia mmerupakan ssains, tentunya hhanya aakan 

ddiketahui mmelalui sserangkain iinstruksi. Namun sebagaii arahan, ccobalah 

diperhatikan: Hiasilahh dirimuu dengann akhlakk sifatt Tuhan serta aakhlak Tuhan, 

tersebut ttidak bisa didapatkan hhanya melaluii serangkaiann aturann ataupunn 

sains. 

Sebagaimana yang telah dipahami di pesantren, di dalam sufisme 

mencangkup ajaran perilaku. Menggikuti ajaran sufisme berarti bersedia menjalani 

ritual mulia, di antaranya ibadah sunah agar bisa menegakkan akhlak yang lebih 

baik. Akhlak dalam pembelajaran sufisme digunakan sebagai pelengkap terhadap 

tugas wajib di dalam syariah. Praktik dalam sufisme direpresentasikan sebagai 

                                                 
22 Moh Khasan ,"Pesantren, Sufisme Dan Tantangan Modernitas" Dimas Vol. 10 No. 1, (2010), hal. 120. 
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ketaatan atas aturan Islam, baik ritual mulia atau perkara sosial yang berwujud 

menjalankan ritual sunah sebelum maupun setelah beribadah wajib. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini sama sama meneliti mengenai sufisme politik namun memiliki 

perbedaan sepertti yang tercantum dalam table berikut: 

Tabel 1. 

No Penulis dan 

Universitas 

Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Meutia Fauziah 

Universitas 

Indonesia 2010 

METAFORA 

SUFISME  

RUBAI’I 

HAMZAH 

FANSURI 

 

Penelitia ini 

memiliki 

persamaan yaitu 

meneliti tentang 

sufisme 

Perbedaannya 

yaitu penelitian 

terdahulu 

memaparkan 

metafora sufisme 

yang terdapat 

dalam syair 

Ruba’i Hamzah 

Fansuri 

sedangkan dalam 

peenelitian ini 

menjelaskan etika 

politik Thariqah 

Qadiriyah 

Naqsyabandiyah

Suryalaya 

2

. 

Muh. Ilyas 

Syarifuddin, 

Universitas Islam 

Negeri Alauddin 

Makasar  2018 

SUFISME 

DAN 

POLITIK 

Jami’atul 

Mubarakh 

Kota 

Makassar 

dengan Elite 

Politik) 

Penelitia ini 

memiliki 

persamaan yaitu 

meneliti tentang 

sufisme dan 

politik 

Perbedaannya 

yaitu penelitian 

terdahulu 

konsteks studi 

kasus yang 

diteliti yaitu 

Relasii Majeliss 

Zikir Jami’atul 

Mubarakh Kota 

Makassar dengan 

Elitee Politikk 

sedangkan dalam 

peenelitian ini 

menjelaskan etika 

politik Thariqah 

Qadiriyah 
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Naqsyabandiyah

Suryalaya 

     3.  M. Leliyanto 

Universitas Islam 

Negeri Syarif 

Hidayattulah 

Jakarta 

2010 

KONTEKST

UALISASI 

SUFISME 

DALAM 

KEMODER

NAN DAN 

KEINDONE

SIAAN 

(Studi Atas 

Relavansi 

Pemikiran 

Sufisme 

Nurkholis 

Majid) 

Penelitia ini 

memiliki 

persamaan yaitu 

meneliti tentang  

ajaran sufisme 

Perbedaannya 

yaitu penelitian 

terdahulu 

SUFISMEE 

DALAMm 

KEMODERNAN 

DANN 

KEINDONESIA

AN (Studii Atass 

Relavansi 

Pemikiran 

Sufisme 

Nurkholis 

MMajid) 

sedangkan dalam 

peenelitian ini 

menjelaskan etika 

politik dalam 

Thariqah 

Qadiriyah 

Naqsyabandiyah

Suryalaya 

      

4.  

Wahyu Nurhadi 

Institut Agama 

Islam Negeri 

Purwokerto 

2015 

KOMUNIKA

SI SUFISTIK 

DALAM 

KAJIAN 

REALISME 

MAGIS 

(Telaah 

Realisme 

Magis 

Wendy B. 

Faris 

Terhadap 

Kumpulan 

Cerpen 

Persamaan yaitu 

meneliti tentang  

ajaran sufisme 

Perbedaannya 

yaitu penelitian 

terdahulu 

KOMUNIKASI 

SUFISTIK 

DALAM 

KAJIAN 

REALISME 

MAGIS (Telaah 

Realisme Magis 

Wendy B. Faris 

Terhadap 

Kumpulan 

Cerpwn Laksian 
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Laksian 

Kligrafi 

Karya A 

Mustofa 

Bisri) 

Kligrafi Karya A 

Mustofa Bisri) 

sedangkan dalam 

peenelitian ini 

menjelaskan etika 

politik Thariqah 

Qadiriyah 

Naqsyabandiyah

Suryalaya. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Agar arah dalam penulisan penelitian nya tersusun cerara rapih dan 

benar  dalam rencana penelitian ini penulis membuat kerangka berfikir yaitu 

akan membahas tentang bagaimana etika politik Thariqah Qadiriyah 

Naqsyabandiyah Suryalaya. Dengan menggunakan konsep etika politik islam 

Al-Mawardi sebagai landasan teori penelitian.Dari kerangka pemikiran yang 

dibuat menjelaskan dimana penelitian ini akan menjelaskan mengenai sufisme 

politik sebagai landasan etika politik yaitu dalam ajaran Thariqah Qadiriyah 

Naqsyabandiyah Suryalaya sebagai salah satu mahzab sufisme yang ada di 

Indonesia. Dengan cara menjelaskan ajaran inti Thariqah Qadiriyah 

Naqsyabandiyah Suryalaya kemudian di ambil nilai nilai etika politik dari 

ajaran inti tersebut setelah itu di analisis mengenai etika pokitik bernegara 

mengunakan nilai-nilai etika politik islam yaitu Prinsip musyawarah (syura) 

yang tercantum ddalam Q.S Al-Imran ayatt 159, Prinsip persamaan yyang 

tercantum ddalam Q.S Al-Hujurat ayatt 13, Prinsip keadilan yyang ttercantum 

dalamm Q.S Al-Maidah ayat 8, serta Prinsip kebebasan (al –hurriyah)yang 

tercantum ddalam Q.S Al-An’am aayat 164. Dari nilai-nilai tersebut akan 
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berusaha menjelaskan nilai etika dalam ajaran Thariqah Qadiriyah 

Naqsyabandiyah Suryalaya. 
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